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ABSTRAK 

Korporasi sebagai subjek hukum sudah diakui dan diatur dalam undang-undang khusus yang berada diluar KUHP. 

Sebagai subjek hukum korporasi yang melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. 

Sebagaimana dengan orang perseorangan atau natuurlijk person untuk meminta pertanggungjawaban pidana perlu 

untuk ditentukan mengenai mekanisme pemidanaannya sebagaimana diatur dalam hukum acara yakni mulai dari 

tahap penyelidikian, penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 

K/Pid.Sus/2012 telah mengesampingkan prosedur hukum acara dengan menjatuhkan putusan pemidanaan 

terhadap korporasi yang bukan merupakan Terdakwa dalam surat dakwaan. Surat dakwaan adalah surat yang 

menguraikan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, dan berfungsi sebagai dasar bagi 

Terdakwa untuk mengajukan pembelaan, serta merupakan landasan dan titik tolak bagi Hakim dalam memeriksan 

perkara disidang pengadilan. Permasalahannya adalah bagaimana mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap 

korporaasi sebagai pelaku tindak pidana, serta bagaimana putusan pemidanaan terhadap korporasi yang bukan 

merupakan Terdakwa dalam surat dakwaan. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian legal 

research, serta untuk memperoleh pemecahan masalah menggunakan metode statute approach, conceptual 

approach dan case approach. Berdasarkan pembahasan tersebut menujukkan bahwa putusan pemidanaan terhadap 

korporasi yang bukan merupakan Terdakwa dalam surat dakwaan telah mengesampingkan prosedur hukum acara 

sehingga dianggap tidak sesuai dengan kepastian hukum. Serta putusan tersebut tidak memenuhi syarat materiil 

sahnya putusan sehingga akibat hukumnya putusan tersebut batal demi hukum (nietig) yang artinya putusan 

tersebut dianggap tidak pernah ada atau setidak-tidaknya tidak dapat dilaksanakan (non executable). 

 

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Putusan Pemidanaan, Kepastian Hukum. 

 

ABSTRACT 
Corporation as a legal subject have been recognized and regulated in separate laws besides the Criminal Code 

(KUHP). As a subject of law, corporation committing crime could have criminal liability. As with individual 

persons or natuurlijke persoon to be liable to criminal liability, it is necessary to determine the mechanism of 

punishment as stipulated in procedural law, starting from the stage of investigation, prosecution, and trial. The 

decision of the Supreme Court Number 2239K/Pid.Sus/2012 has ruled out procedural law by imposing a sentence 

on corporations who are not defendants in the indictment. The indictment is a letter describing the crime that was 

charged to the defendant, as the basis and starting point for the Judge in examining cases in court. he problem is 

how about criminal liability against corporations as perpetrators of crimes, as well as how the conviction of 

corporations who are not defendants in the indictment. Research in this thesis uses a type of legal research and 

to obtain problem solving using the statute approach, conceptual approach and case approach. Based on the 

discussion, it shows that the conviction of corporations that are not defendants in the indictment has ruled out 

procedural law so that it is deemed inconsistent with legal certainty. However, this is based on substantive justice 

and is supported by legal arguments that can be justified by using the theory of vicarious liability. As well as the 

principle of the freedom of judge in deciding.  

Keywords: Corporation Criminal Liability, Criminal Decision, Freedom of Judge. 

 

PENDAHULUAN 

Penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak lepas dari modernisasi sosial, 

yang mana dampaknya pe lrtama harus diakui,bahwa se lmakin modelrnnya masyarakat itu 

selmakin komplelks si lstelm sosi lal, elkonomi l, dan poli ltilk yang telrdapat di lsi ltu, maka kelbutuhan 
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akan si lstelm pelngelndali lan kelhi ldupan yang formal akan melnjadi l selmaki ln belsar pula.1 

Belrdasarkan hal-hal telrselbutlah maka urgelnsi l untuk melnelmpatkan korporasi l selbagai l subjelk 

dalam hukum pi ldana sellai ln orang (natuurli ljkpelrsoon) melrupakan hal yang fundamelntal karelna 

selbagai lmana di lkeltahui l keljahatan yang di llakukan olelh korporasi l dapat melni lmbulkan dampak 

yang si lgni lfi lkan telrhadap kondi lsi l sosilal, elkonomi l, dan poli lti lk yang telrdapat pada suatu nelgara.  

Korporasi l melmi lli lki l keldudukan yang sama selpelrti l hal nya delngan manusi la selbagai l subjelk 

hukum dalam hukum pi ldana, yakni l suatu korporasi l dapat di ljatuhi l sanksi l apabli la tellah 

mellakukan suatu ti lndak pi ldana. Hal te lrselbut se lbagai l belntuk dari l pelrtanggungjawaban pi ldana 

olelh korporasi l. Sellai ln i ltu delngan di lakui lnya korporasi l selbagai l subjelk hukum dalam hukum 

pi ldana hal i lni l juga melnjadi lkan korporasi l di ltelntukan melkani lsme l pelmi ldanaannya yakni l mulai l 

dari l tahap pelnye lli ldi lkan, pelnyi ldi lkan, pe lnuntutan, dan pelme lri lksaan di lsi ldang pelngadi llan, selsuai l 

delngan selbagai lmana di latur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 telntang Hukum 

Acara Pi ldana (yang sellanjutnya di lse lbut KUHAP). Melski lpun nanti lnya dalam hal melnjalankan 

melkani lsmel pelmi ldanaan suatu korporasi l akan di lwaki llkan olelh pelngurusnya.  

Melngelnai l suatu ti lndak pi ldana yang di llakukan olelh korporasi l telntu saja ti ldak bi lsa 

di llelpaskan dari l pe lrtanggungjawaban pi ldana, melski lpun pada dasarnya ti lndak pi ldana ti ldak 

telrmasuk pelrtanggungjawaban pi ldana di l dalamnya. Dalam arti l selselorang yang mellakukan 

ti lndak pi ldana ti ldak selrta melrta dapat di lmi lntai l pelrtanggungjawaban pi ldana. Ti lndak pi ldana 

hanya melnunjukkan  di llarangnya suatu pelrbuatan selmelntara melngelnai l masalah 

pelrtanggungjawaban pi ldana belrkai ltan delngan asas kelsalahan. Adanya asas “ti lada pi ldana tanpa 

kelsalahan” (keli lnel strafel ohnel schuld atau geleln strafel zondelr schuld, atau nulla poelna silnel 

culpa), culpa di l silni l dalam arti l luas, mellilputi l juga kelselngajaan, kelsalahan yang di lmaksud 

adalah keladaan ji lwa selselorang yang mellakukan pelrbuatan dan pelrbuatan yang di llakukan i ltu 

seldelmi lki lan rupa, selhi lngga orang i ltu patut di lcella.2   

Mahkamah Agung mellalui l Putusan Nomor 2239 K/PILD.SUS/2012 melnjatuhkan putusan 

pelmi ldanaan te lrhadap korporasi l yang bukan melrupakan telrdakwa, atau delngan kata lai ln 

Korporasi l te lrselbut ti ldak telrcantum selbagai l telrdakwa dalam surat dakwaan. Selbagai lmana 

di lkeltahui l Surat dakwaan adalah surat atau akta yang melmuat rumusan ti lndak pi ldana yang 

di ldakwakan kelpada Telrdakwa yang di lsi lmpulkan dan di ltari lk dari l hasi ll pelmelri lksaan pelnyi ldi lkan 

dan melrupakan dasar selrta landasan bagi l Haki lm dalam pelmelri lksaan di l muka sildang 

pelngadi llan.3 

Belrdasarkan pelngelrti lan telrselbut maka surat dakwaan melmi lli lki l fungsi l yang fundamelntal 

dalam arti l surat dakwaan melmpunyai l fungsi l selbagai l landasan dan ti lti lk tolak pelmelri lksaan 

Telrdakwa dalam melnjalani l si ldang di l muka pelngadi llan. Pelmelri lksaan si ldang ti ldak bolelh 

melnyi lmpang dari l apa yang di lrumuskan dalam surat dakwaan. Me lnyi lmpang dari l i ltu, di langgap 

selbagai l kelke lli lruan dan pelrkosaan kelpada usaha pelnelgakan hukum selrta melngaki lbatkan 

pelrkosaan telrhadap di lri l Telrdakwa karelna kelpadanya di llakukan pelmelri lksaan melngelnai l selsuatu 

yang ti ldak di ldakwakan kelpadanya.4 

Telrdakwa yang dalam hal i lni l adalah selorang Tax Managelr di lpi ldana karelna mellakukan 

tax elvasi lon atau pada pokoknya mellakukan selrangkai lan ti lndakan selcara me llawan hukum untuk 

melngurangi l jumlah pajak dalam SPT yang selharusnya di lseltor kelpada Nelgara, pi ldana sellama 

delngan masa pelrcobaan sellama ti lga tahun, namun telrdapat putusan pelmi ldanaan kelpada 14 

(elmpat be llas) pelrusahaan yang telrgabung dalam AAG yang pelngi lsi lan SPT tahunan di lwaki lli l 

                                                           
1Muladil, Dwildja Prilyatno, Pe lrtanggungjawaban Pildana Korporasil, ELdilsil Ke ltilga, (Bandung: Ke lncana, 

2015), hal. 44. 
2Muladil dan Dwildja Prilyatno, Op.Cilt., hal. 30.   
3M. Yahya Harahap, Pe lmbahasan Pelrmasalahan dan Pelnelrapan KUHAP: Pe lnyildilkan dan Pe lnuntutan, 

(Jakarta: Silnar Grafilka, 2000), hal. 387. 

 
4 I Lbild, hal. 389. 
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olelh telrdakwa untuk melmbayar delnda dua kali l pajak telrutang yang kurang di lbayar masi lng-

masi lng selcara tunai l yang kelse lluruhannya belrjumlah 2 x Rp1.259.977.695.652,- = 

Rp2.519.955.391.304,- (dua tri lli lun li lma ratus selmbi llan bellas mi lli lar selmbi llan ratus li lma puluh 

li lma juta tilga ratus selmbi llan puluh satu ri lbu ti lga ratus elmpat rupi lah). 

Pelnjatuhan pi ldana telrhadap 14 korporasi l dalam putusan pelmi ldanaan telrhadap Telrdakwa 

belrdasarkan atas pelrti lmbangan ole lh Majelli ls Haki lm yakni l pe lrbuatan Telrdakwa belrbasi ls pada 

kelpelnti lngan bi lsni ls 14 (elmpat bellas) korporasi l selhi lngga pelrbuatan Telrdakwa selmata-mata 

untuk dan atas nama korporasi l yang di lwaki lli lnya untuk melnghi lndari l Pajak Pelnghasi llan dan 

Pajak Badan yang selharusnya di lbayar olelh karelna i ltu tildaklah adi ll ji lka tanggung jawab pi ldana 

hanya di lbelbankan kelpada Telrdakwa sellaku i lndi lvi ldu akan teltapi l selpatutnya juga melnjadi l 

tanggung jawab korporasi l yang me lni lkmati l atau melmpelrolelh dari l hasi ll tax elvasi lon telrselbut. 

Pelrbuatan Telrdakwa pada faktanya melmang telrjadi l karelna ”melns rela” dari l Telrdakwa, 

namun karelna pelrbuatan telrselbut selmata-mata untuk kelpelnti lngan dari l korporasi l maka 

Mahkamah Agung be lrpelndapat bahwa apa yang di llakukan olelh Telrdakwa adalah di lkelhelndaki l 

atau ”melns rela” dari l 14 (elmpat bellas) korporasi l, selhi lngga de lngan delmi lki lan pelmbelbanan 

tanggung jawab pi ldana ”i lndi lvi ldual li labi lli lty” delngan corporatel li labi lli lty harus di ltelrapkan selcara 

si lmultan selbagai l celrmi lnan dari l doktri ln relspondelat supelri lor atau doktri ln ”vi lcari lous li labi lli lty” 

di ltelrapkan pelrtanggungan jawab pi ldana kelpada korporasi l atas pelrbuatan atau tilndakan 

Telrdakwa selbagai l pelrsoni lfi lkasi l yakni l selbagai l Tax Managelr dari l korporasi l yang di lwaki lli lnya 

melnjadi l tugas dan tanggung jawab lagi l pula apa yang di llakukan Telrdakwa tellah di lputuskan 

selcara kolelkti lf. 

 

Rumusan Masalah 

a) Apakah ti lndakan selorang Tax Managelr yang mellakukan ti lndakan tax elvasi lon dapat 

di lkuali lfi lkasi l selbagai l ti lndakan korporasi l di lti lnjau dari l pelrspe lkti lf pelrtanggungjawaban 

pi ldana korporasi l? 

b) Apakah di lbelnarkan adanya putusan pelmi ldanaan telrhadap korporasi l yang bukan 

melrupakan Telrdakwa dalam surat dakwaan Pelnuntut Umum belrdasarkan pelrkara 

putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PILD.SUS/2012 di lti lnjau dari l pelrspelkti lf telori l 

kelpasti lan hukum? 

 

PE LMBAHASAN 

1) Pe lngelrti lan dan Karaktelri lsti lk Keljahatan Korporasi l  

Korporasi l melrupakan suatu pelrsona fi lcta atau lelgal fi lcti lon yang belrarti l kelbelradaannya 

belrgantung dari l hukum, yakni l dalam arti lan korporasi l melrupakan ci lptaan hukum yang selcara 

fi lsi lk atau badan kelhi ldupannya belrgantung pada hukum. Korporasi l selbagai l pellaku atau subjelk 

hukum di lakui l kelhadi lrannya olelh karelna hukum.5 belrdasarkan keltelntuan selbagai lmana di latur 

Pasal 59 KUHP yakni l  

“dalam hal-hal dil mana karelna pellanggaran di ltelntukan pi ldana telrhadap pelngurus, 

anggota-anggota badan pelngurus atau komi lsari ls-komi lsari ls, maka pelngurus, anggota 

badan pelngurus atau komi lsari ls yang telrnyata ti ldak i lkut campur mellakukan pellanggaran 

ti ldak di lpi ldana.” 

Maksud dari l Pasal telrselbut apabi lla pelngurus me llakukan ti lndak pi ldana yang di llakukan dalam 

rangka melwaki lli l atau di llakukan untuk dan atas nama korporasi l yang di lpi lmpi lnnya, maka 

pelrtanggungjawaban pi ldana di lbelbankan kelpada pelngurus yang mellakukan ti lndak pi ldana i ltu, 

korporasi l ti ldak di lbelbani l pelrtanggungjawaban pi ldana, selhi lngga delngan delmi lki lan selmangat 

                                                           
5Satjilpto Rahardjo, ILlmu Hukum, (Bandung: Alumnil, 1986), hal. 110. 
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yang di ltunjukan olelh bunyi l Pasal 59 KUHP telrselbut adalah bahwa ti lndak pi ldana ti ldak pelrnah 

olelh korporasi l teltapi l di llakukan olelh pelngurusnya.6  

Melli lhat keltelntuan telrselbut maka para pelnyusun KUHP dahulu sangat di lpelngaruhi l olelh 

asas soci leltas delli lnquelrel non potelst, yai ltu badan-badan hukum ti ldak mungki ln mellakukan 

ti lndak pi ldana.7 Kelsalahan melnurut hukum pi ldana sellalu di lsyaratkan se lrta selsungguhnya 

kelsalahan hanya telrdapat dalam di lri l manusi la yakni l pelngurus, sellanjutnya untuk melni llai l 

melngelnai l pelrtanggungjawaban pi ldana adalah delngan cara pelngurus yang ti ldak melmelnuhi l 

kelwaji lban-kelwaji lban yang selbelnarnya melrupakan korporasi l maka dapat di lnyatakan 

belrtanggung jawab.   

Seljalan delngan KUHP, KUHAP yang mana sellaku hukum formi ll yakni l belrfungsil 

selbagai l pelnelgak hukum matelri li ll (KUHP) ti ldak di ljumpai l pelngaturan melngelnai l korporasi l 

selbagai l pellaku ti lndak pi ldana. Hal i lni l belrdasarkan pelngelrti lan-pe lngelrti lan selbagai lmana di latur 

dalam Pasal 1 KUHAP.  

Tahap sellanjutnya melngelnai l keldudukan korporasi l dalam hukum pi ldana adalah mulai l 

belrali lhnya pelrtanggungjawaban pi ldana dari l anggota pelngurus kelpada melrelka yang 

melmbelri lkan pelri lntah, atau kelpada melrelka yang selcara nyata melmi lmpi ln dan mellakukan 

pelrbuatan yang di llarang telrselbut, hal i lni l di ldasari l delngan pelrumusan yang khusus yakni l apabi lla 

suatu ti lndak pi ldana di llakukan olelh atau karelna suatu badan hukum, tuntutan pi ldana harus 

di ljatuhkan telrhadap anggota pi lmpi lnan, selhi lngga dalam tahap i lni l korporasi l di lakui l dapat 

mellakukan ti lndak pi ldana akan teltapi l yang dapat di lpelrtanggungjawabkan selcara pi ldana adalah 

para pelngurusnya yang selcara nyata melmi lmpi ln korporasi l telrse lbut dan di lnyatakan selcara telgas 

dalam pelraturan pelrundang-undangan yang melngatur telntang hal telrselbut.8 

Tahap telrakhi lr melrupakan pelrmulaan adanya tanggung jawab langsung dari l korporasi l, 

dalam tahap i lni l di lmungki lnkan untuk melnuntut korporasi l dan melmi lnta pelrtanggungjawaban 

pi ldana. Hal telrselbut melrupakan suatu telrobosan dalam hukum pi ldana karelna selbagai lmana 

di lkeltahui l keljahatan yang di llakukan olelh korporasi l dapat belrdampak belsar telrhadap 

masyarakat, mi lsalnya saja telrkai lt delngan de lli lk-delli lk di l bi ldang  elkonomi l dan fi lskal keluntungan 

yang yang di lpelrolelh korporasi l atau kelrugi lan yang di ldelri lta olelh masyarakat delmi lki lan belsarnya, 

selhi lngga ti ldak mungki ln seli lmbang bi llamana pi ldana hanya di ljatuhkan kelpada pelngurus 

korporasi l, selrta telrdapat alasan bahwa de lngan hanya melmpi ldanakan para pelngurus ti ldak atau 

bellum telntu ada jami lnan bahwa korporasi l ti ldak akan melngulangi l delli lk telrselbut.9  

Belrdasarkan pelrnyataan telrselbut, ti lndak pi ldana yang di llakukan olelh korporasi l 

melmpunyai l andi ll yang cukup belsar bai lk dalam kelhi ldupan manusi la bahkan dalam kelpelnti lngan 

Nelgara, karelna  kelbe lradaan korporasi l ti ldak dapat di llelpaskan dalam ke lhi ldupan belrmasyarakat. 

Dalam rangka me lmelnuhi l kelbutuhannya, kelhi ldupan belrmasyarakat ti ldak dapat di llelpaskan dari l 

kelbelradaan korporasi l yang mana korporasi l melmi lli lkil pelranan yang sangat pelnti lng telrhadap 

si lstelm pelrelkonomi lan nasi lonal telpatnya turut selrta dalam melni lngkatkan pelrtumbuhan elkonomil 

suatu Nelgara. 

Keljahatan korporasi l melmi llilki l pelmbelda yang sangat si lgni lfi lkan ji lka di lbandi lngkan delngan 

keljahatan yang tellah ada sellama i lni l. Korporasi l yang telrdi lri l dari l anggota yang sali lng telrkai lt 

dalam kelrjasama walaupun belrgelrak dalam fungsi l yang belrbelda telrnyata melmi lli lki l tujuan 

untuk melndapatkan keluntungan belrsama. Keljahatan telrorgani lsasi l lelbi lh melni lti lkbelratkan 

                                                           
6Sutan Re lmy Sjahde lilnil, Ajaran Pe lmildanaan: Tilndak Pildana Korporasil Dan Se lluk-Be lluknya. (Bandung: 

Ke lncana, 2017), hal. 19.  

 
7Muladil, Dwildja Prayiltno, Op.Cilt., hal. 233  
8Dwildja Prayiltno, Op.Cilt., hal. 25 
9I Lbild, hal. 26. 
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pelrhati lan pada cara kelrja belrsama antara anggota delmi l me lmpelrolelh tujuan yang di li lngi lnkan 

selcara belrsama-sama, yai ltu keluntungan elkonomi l. 

Keljahatan korporasi l selbagai l organi lzeld cri lmel melrujuk pada pelmahaman korporasi l 

selndi lri l selbagai l kumpulan orang dan/atau harta kelkayaan yang te lrorgani lsi lr seldelmi lki lan rupa. 

Arti lnya, selti lap bagi lan dalam korporasi l melmi lli lki l tugas dan fungsi l pelnti lng untuk melnjami ln 

pelrolelhan keluntungan bagi l korporasi l. Ti lap bagi lan ti ldak pelrlu telrli lbat selcara langsung dalam 

keljahatan korporasi l mellai lnkan cukup me lmahami l bahwa pelrbuatan yang di llakukan di ltujukan 

untuk kelpelnti lngan korporasi l. 

Salah satu yang melmbeldakan antara keljahatan korporasi l delngan keljahatan konvelnsi lonal 

pada umumnya, telrleltak pada karaktelri lsti lk yang mellelkat pada ke ljahatan korporasi l i ltu selndi lri l, 

antara lai ln:10 

a. Keljahatan telrselbut suli lt di lli lhat (low vilsi lbilli lty), karelna bi lasanya telrtutup olelh kelgi latan 

pelkelrjaan yang normal dan ruti ln, melli lbatkan kelahli lan profelsi lonal dan si lstelm organi lsasi l 

yang komplelks; 

b. Keljahatan telrselbut sangat komplelks (complelxi lty) karelna sellalu belrkai ltan delngan 

kelbohongan, pelni lpuan dan pelncuri lan selrta selri lngkali l belrkai ltan delngan selbuah yang 

i llmilah, telknologi ls, fi lnansi lal, lelgal, telrorgani lsasi lkan, dan mellilbatkan banyak orang selrta 

belrjalan belrtahun-tahun; 

c. Telrjadi lnya pelnye lbaran tanggung jawab (di lffusi lon of relsponsi lbi lli lty) yang selmaki ln luas 

aki lbat komplelksi ltas organi lsasi l; 

d. Pelnye lbaran korban yang sangat luas (di lffusi lon of vi lcti lmi lzati lon) selpelrti l polusi l dan 

pelni lpuan; 

e. Hambatan dalam pe lndeltelksi lan dan pelnuntutan (deltelcti lon and proselcuti lon) selbagai l 

profelsi lonali lsmel yang ti ldak seli lmbang antara aparat pelnelgak hukum de lngan pellaku 

keljahatan; 

f. Pelraturan yang ti ldak jellas (ambi lguati lon law) yang selri lng melni lmbulkan kelrugi lan dalam 

pelnelgakan hukum; 

g. Silkap melndua status pellaku pi ldana. Harus di lakui l bahwa pellaku keljahatan korporasi l pada 

umumnya ti ldak mellanggar pelraturan pelrundang-undangan, teltapi l apa yang di llakukan 

melmang melrupakan pelrbuatan i llelgal. 

Telrdapat dua karaktelri lsti lk yang melle lkat pada ti lndak pi ldana korporasi l. Pelrtama, ti lndak 

pi ldana korporasi l sellalu di llakukan bukan olelh korporasi l, tapi l olelh orang lai ln yang belrti lndak 

untuk dan atas nama korporasi l. ILni l arti lnya, ti lndak pi ldana korporasi l akan sellalu melrupakan 

ti lndakan fungsi lonal. Ti lndakan fungsi lonal melrupakan karaktelri lsti lk ti lndak pi ldana yang mellelkat 

pada korporasi l. Korporasi l ti ldak mungki ln bi lsa mellakukan pelrbuatan telrtelntu, telrmasuk 

mellakukan suatu pelrbuatan yang di llarang, tanpa mellalui l orang-orang yang belrti lndak untuk 

dan/atau atas nama korporasi l. 

Keldua, selbagai l konselkuelnsi l dari l karaktelri lsti lk ti lndak pi ldana korporasi l yang pelrtama 

bahwa korporasi l hanya dapat mellakukan ti lndak pi ldana delngan pelrantara pelngurusnya, ti lndak 

pi ldana korporasi l sellalu dalam belntuk delli lk pelnye lrtaan. Sellai ln i ltu keljahatan korporasi l 

selti ldaknya melmi lli lki l 2 (dua) karaktelri lsti lk utama, yai ltu Non Vi lolelnt (tanpa kelkelrasan) dan 

Corrosilvel elffelct (melrusak standar moral). 

Karakte lri lsti lk pelrtama melnjadi l tanda belda ke ljahatan korporasi l di lbandi lngkan keljahatan 

lai lnnya. Kelrusakan yang di lalami l olelh korban ti ldak selkeldar pada saat di llakukannya keljahatan 

mellai lnkan telrus melnelrus telrjadi l belrgantung ti lngkat kelrusakan yang di lalami l. Milsalnya saja 

telrhadap korporasi l yang mellakukan selrangkai lan ti lndakan untuk mellakukan tax elvasi lon. Maka 

dampak yang di lti lmbulkan olelh hal telrselbut sangatlah belsar melski l tanpa adanya suatu 

kelkelrasan, namun dampak yang di lti lmbulkan sampai l delngan pada ke lstabi llan pelrelkonomi lan 

                                                           
10Mahrus Alil, Asas-Asas Hukum Pildana Korporasil, (Jakarta: Rajagrafilndo Pelrsada, 2015), hal. 14. 
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nelgara, yakni l melngi lngat pajak melrupakan sumbelr APBN telrbelsar dari l Nelgara. Bellum lagi l 

faktor keldua, Corrosi lvel elffelct yang akan melmbelri lkan kelrusakan pada standar moral dalam 

masyarakat. Korporasi l selbagai l pe llaku bi lsni ls di lpandang melmi lli lki l kelkuasaan elkonomi l di l 

masyarakat. Si lsi l yang telrdampak antara lai ln yakni l si lsi l elkonomi ls, korporasi l selmaki ln 

melnghalalkan selgala cara karelna pelrbuatan yang di llakukan walaupun mellanggar hukum teltapi l 

di lpandang melndatangkan keluntungan belsar. Aspelk sosi lal juga melngalami l kelrusakan dari l si lsi l 

kodel elti lk masyarakat yang telrganggu aki lbat ulah korporasi l mellakukan keljahatan. 

2) Asas-asas yang Melndasari l Pelrtanggungjawaban Korporasi l 
Belrdasarkan selbagai lmana tellah di lurai lkan di latas dapat di lsi lmpulkan bahwa keldudukan 

korporasi l dalam si lstelm hukum pi ldana ILndonelsi la tellah di lakui l selbagai l subjelk hukum sellai ln 

orang pelrselorangan (natuurli ljk pelrson), dan korporasi l di langgap korporasi l dapat mellakukan 

suatu ti lndak pi ldana selrta olelh karelnanya suatu korporasi l dapat di lmi lntai l pelrtanggungjawaban 

pi ldana. Melngelnai l ti lndak pi ldana yang di llakukan olelh korporasi l telrdapat dua karaktelri lsti lk. 

Pelrtama ti lndak pi ldana korporasi l sellalu di llakukan bukan olelh korporasi l, teltapi l olelh orang lai ln 

yang be lrti lndak untuk dan atas nama korporasi l dalam arti l tilndak pi ldana korporasi l akan sellalu 

melrupakan ti lndakan fungsi lonal.  

Ti lndak pi ldana fungsi lonal melrupakan karaktelri lsti lk melrupakan ti lndak pi ldana yang 

mellelkat pada korporasi l, korporasi l ti ldak mungki ln bi lsa mellakukan pelrbuatan telrtelntu telrmasuk 

mellakukan suatu pelrbuatan yang di llarang, tanpa mellalui l orang-orang yang belrti lndak untuk dan 

atas nama korporasi l.11 Karaktelri lsti lk yang keldua yakni l selbagai l konselkuelnsi l atas karaktelri lsti lk 

yang pelrtama yakni l korporasi l hanya dapat mellakukan ti lndak pi ldana delngan pelrantara 

pelngurusnya, ti lndak pi ldana korporasi l sellalu belrbelntuk delli lk pelnyelrtaan. Selhi lngga ti ldak 

mungki ln korporasi l selbagai l pellaku tunggal ti lndak pi ldana akan teltapi l korporasi l dapat melnjadi l 

pelmbuat (dadelr) teltapi l ti ldak dapat melnjadi l pellaku (plelgelr) ti lndak pi ldana.12  

Belrdasarkan argumelntasi l telrselbut telrdapat dua hal yang melmungki lnkan korporasi l 

selbagai l pellaku ti lndak pi ldana (plelgelr). Pelrtama dalam hubungan pelrnyataan yang umum, 

dalam hubungan i lni l pelri llaku matelri li llnya adalah pi lmpi lnan korporasi l, yai ltu melrelka yang 

melmpunyai l keldudukan untuk melnelntukan kelbi ljakan dalam korporasi l, selhi lngga bi lla 

belrdasarkan Pasal 55 KUHP maka korporasi l selbagai l pelmbuat ti lndak pi ldana. Keldua yakni l 

pelri llaku matelri li llnya adalah bawahan, atau telnaga – telnaga pellaksana atau pelgawai l-pelgawai l 

yang belrti lndak dalam kelrangka kelwelnangannya dan atas nama korporasi l.13 

Melngelnai l pelrtanggungjawaban pi ldana adalah melngandung asas kelsalahan atau yang 

di lkelnal delngan selbutan melns rela. Doktri ln me lns rela i lni l di llandaskan pada konselpsi l bahwa suatu 

pelrbuatan ti ldak melngaki lbatkan selselorang i ltu belrsalah kelcuali l ji lka pi lki lran orang i ltu jahat, 

dalam Bahasa i lnggri ls doktri ln telrselbut di lrumuskan delngan an act doels not makel a pelrson gui llty, 

unlelss thel mi lnd ils lelgally blamelworthy, selhi lngga telrdapat dua dalam doktri ln telrselbut telrdapat 

dua syarat yang harus di lpelnuhi l untuk dapat melmi ldana selselorang, yai ltu ada pelrbuatan lahi lri lah 

yang telrlarang/ti lndak pi ldana (actus re lus) dan si lkap bati ln jahat/telrcella (melns rela).14 

Ti ldak selrta melrta selselorang yang tellah mellakukan suatu ti lndak pi ldana dapat di lmi lntai l 

pelrtanggungjawaban pi ldana. Dalam suatu korporasi l mellakukan suatu ti lndak pi ldana maka 

untuk melni llai l kelsalahan atau melns rela salah satunya delngan melni llai l be lrdasarkan keltelntuan 

selbagai lmana di latur dalam Pelraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 telntang 

                                                           
11Mahrus Alil, Asas Asas Hukum Pildana Korporasil, (Jakarta: RajaGrafilndo Pe lrsada, 2013), hal. 74. 
12Chailrul Huda, Daril ‘Tilada Tanpa Ke lsalahan’ melnuju kelpada ‘Tilada Pelrtanggungjawaban Tanpa 

Ke lsalaham’: Tilnjauan Kri ltils te lrhadap Te loril Pe lmilsahan Tilndak Pildana, (Jakarta: Prelnanda Me ldila, 2006), hal. 

99. 
13I Lbild, hal. 100.  
14Hanafil, “Re lformasil Silste lm Pe lrtanggungjawaban Pildana”, Jurnal Hukum Vol. 6 No. 11, 1999, hal. 27. 
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Pelnanganan Pelrkara Ti lndak Pi ldana olelh Korporasi l (sellanjutnya di lse lbut PELRMA 13/2016) 

selbagai lmana di latur dalam Pasal 4 ayat 2 yakni l: 

Dalam melnjatuhkan pi ldana telrhadap  Korporasi l, Haki lm dapat me lni llai l kelsalahan 

Korporasi l selbagai lmana ayat (1) antara lai ln: 

a) Korporasi l  dapat  melmpelrolelh  keluntungan  atau  manfaat   dari l  ti lndak  pi ldana  

telrselbut  atau  ti lndak pi ldana  telrselbut   di llakukan  untuk  kelpelnti lngan Korporasi l; 

b) Korporasi l  melmbi larkan  telrjadi lnya  ti lndak  pi ldana; atau 

c) Korporasi l  ti ldak  mellakukan  langkah-langkah  yang di lpelrlukan   untuk   mellakukan   

pelncelgahan, melncelgah dampak yang lelbi lh belsar dan melmasti lkan kelpatuhan telrhadap 

keltelntuan hukum yang belrlaku guna melnghi lndari l telrjadi lnya ti lndak pi ldana. 

Belrdasarkan PELRMA 13/2016 telrselbut untuk dapat melne lntukan adanya kelsalahan dari l 

korporasi l dapat di lni llai l belrdasarkan apakah suatu korporasi l tadi l melmpelrolelh keluntungan atau 

manfaat pelrlu di ltelkankan bahwa keluntungan atau manfaat di lsi lni l bukan telrbatas selcara matelri ll 

saja akan teltapi l juga selcara i lmmatelri l dari l adanya suatu ti lndak pi ldana yang di llakukan, dan 

apakah korporasi l mellakukan pelmbi laran atas telrjadi lnya ti lndak pi ldana telrselbut atau korporasil 

melmang ti ldak mellakukan langkah-langkah yang di lpelrlukan untuk mellakukan pelncelgahan dan 

melmasti lkan kelpatuhan telrhadap keltelntuan hukum. Apabi lla hal telrselbut tellah telrpelnuhi l maka 

dapat di lkatakan suatu korporasi l tellah me lmi lli lki l kelsalahan atau melns rela.  

PELRMA 13/2016 melmang bukan melrupakan suatu aturan yang melngelsampi lngkan suatu 

undang-undang, dalam arti l PELRMA 13/2016 tildak bilsa belrtelntangan delngan undang-undang 

dan bi lla undang-undang melngatur telrselndi lri l melngelnai l pelrtanggungjawaban pi ldana telrhadap 

korporasi l maka yang di lgunakan adalah undang-undang telrselbut. PELRMA 13/2016 hanya 

selbagai l pe ltunjuk pellaksana bagi l aparat pelnelgak hukum. 

Sellai ln PELRMA 13/2014 juga telrdapat pelraturan yang tellah di lkelluarkan olelh Jaksa Agung 

yakni l Pelraturan Jaksa Agung Nomor PELR-028/A/ JA/10/2014 telntang Peldoman Pelnanganan 

Pelrkara Pi ldana delngan Subjelk Hukum Korporasi l (PELRJA 28/2014). Pelrja 28/2014 yang belri lsi l 

peldoman bagi l jaksa/pelnuntut umum dalam melnangani l pelrkara pi ldana delngan subjelk hukum 

korporasi l selbagai l telrsangka/ telrdakwa/telrpi ldana. Dalam Pelrja telrselbut di latur kri ltelri la pelrbuatan 

yang dapat di lmi lntakan pelrtanggungjawaban pi ldana telrhadap korporasi l dalam Bab ILIL, yai ltu: 

a. Selgala belntuk pelrbuatan yang di ldasarkan pada kelputusan Pelngurus Korporasi l yang 

mellakukan maupun turut selrta mellakukan; 

b. Selgala belntuk pe lrbuatan bai lk belrbuat atau ti ldak belrbuat yang di llakukan olelh selselorang 

untuk kelpelnti lngan korporasi l bai lk karelna pelkelrjaannya dan/atau hubungan lai ln; 

c. Selgala belntuk pelrbuatan yang melnggunakan sumbelr daya manusi la, dana dan/atau selgala 

belntuk dukungan atau fasi lliltas lai lnnya dari l korporasi l; 

d. Selgala belntuk pelrbuatan yang di llakukan olelh pi lhak kelti lga atas pe lrmi lntaan atau pelri lntah 

korporasi l dan/atau pelngurus korporasi l; 

e. Selgala belntuk pelrbuatan dalam rangka mellaksanakan kelgi latan usaha selhari l-hari l 

korporasi l; 

f. Selgala belntuk pelrbuatan yang melnguntungkan korporasi l; 

g. Selgala belntuk ti lndakan yang di lte lri lma/ bi lasanya di ltelri lma olelh korporasi l telrselbut; 

h. Korporasi l yang selcara nyata melnampung hasi ll tilndak pi ldana delngan subjelk hukum 

korporasi l; dan/atau 

i. Selgala belntuk pe lrbuatan lai ln yang dapat di lmi lntakan pelrtanggungjawaban kelpada 

korporasi l melnurut undang-undang. 

Kri ltelri la pelrbuatan yang di lteltapkan dalam Pelrja 28/2014 telrselbut sangat luas si lfatnya, 

ti ldak hanya melli lputi l pelrbuatan yang selcara langsung telrkai lt delngan pelrbuatan korporasi l, 

selpelrti l korporasi l yang selcara nyata melnampung hasi ll tilndak pi ldana delngan subjelk hukum 

korporasi l, teltapi l juga pelrbuatan yang ti ldak langsung telrkai lt, selpelrti l selgala belntuk pelrbuatan 

yang di llakukan olelh pi lhak kelti lga atas pe lri lntah korporasi l dan/atau pelngurus korporasi l. 
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Dalam PELRJA 28/2014 di latur pula melngelnai l pelnyelli ldi lkan dan pelnyi ldi lkan telrhadap 

korporasi l yang di lduga mellakukan ti lndak pi ldana korupsi l, ti lndak pi ldana pelncuci lan uang, dan 

ti lndak pi ldana lai ln belrdasarkan undang-undang. Sellai ln i ltu, pelnuntutan telrhadap korporasil 

di latur selcara ri lnci l dalam Pelrja, melli lputi l pra pelnuntutan, pelnyusunan surat dakwaan, 

pelli lmpahan belrkas pelrkara, dan tuntutan pi ldana selbagai lmana di latur dalam Bab ILV PELRJA 

28/2014. Belrdasarkan keltelntuan dalam PELRJA 28/2014 pada Bab ILV tahap pra pelnuntutan 

maupun pelnuntutan tellah di latur selcara je llas melngelnai l format  dari l surat dakwaan selbagai lmana 

Bab ILV Huruf B PELRJA 28/204 yang melngurai lkan i ldelnti ltas korporasi l selcara lelngkap mulai l 

dari l nama korporasi l, nomor dan tanggal akta pelndi lri lam, telmpat keldudukan dan lai ln 

selbagai lnya, di laturnya  format surat dakwaan telrselbut telntu delngan tujuan bahwa dalam hal 

korporasi l selbagai l pellaku ti lndak pi ldana, maka waji lb di lcantumkan dalam surat dakwaan.  

Selbagai lmana tellah di lurai lkan melnge lnai l karaktelri lsti lk pelrtanggungjawaban pi ldana 

korporasi l, yang melmi lli lki l karaktelri lsti lk yang sangat belrbelda delngan pelrtanggungjawaban 

pi ldana selcara i lndi lvi ldu, maka dalam dalam pelrtanggungjawaban pi ldana korporasi l di lkelnal 

adanya asas-asas pelrtanggungjawaban pi ldana korporasi l, yang akan di lbahas pada bab i lni l.  

 

Doktri ln ILdelnti lfilkasi l 

Dalam rangka melmi lnta pelrtanggungjawaban selcara pi ldana korporasi l di lkelnal adanya 

konselp di lrelct corporatel cri lmi lnal lilabi lli lty atau doktri ln pelrtanggungjawaban pi ldana langsung. 

Melnurut doktri ln i lni l, pelrusahaan dapat mellakukan seljumlah delli lk selcara langsung mellalui l 

orang-orang yang sangat belrhubungan elrat delngan pelrusahaan dan di lpandang selbagai l 

pelrusahaan i ltu selndi lri l, doktri ln i lni l juga di lkelnal delngan nama thel i ldelnti lfi lcati lon doctri lnel atau 

doktri ln i ldelnti lfi lkasi l.15 

Melnurut doktri ln i ldelnti lfi lkasi l i lni l, ageln telrtelntu dalam suatu pelrusahaan di langgap selbagai l 

di lrelcti lng mi lnd atau altelr elgo yakni l pelrbuatan dan melns rela para i lndi lvi ldu iltu kelmudi lan 

di lkai ltkan pelrusahaan, bi lla i lndi lvi ldu dilbelri l welwelnang untuk belrti lndak atas nama dan sellama 

melnjalankan bi lsni ls pelrusahaan i ltu, maka melns rela para i lndi lvi ldu melrupakan me lns rela 

pelrusahaan i ltu16. Sellanjutnya yang di lmaksud delngan i lndi lvi ldu dalam doktri ln i lni l adalah peljabat 

selni lor di l dalam pe lrusahaan se lpanjang i la me llakukan dalam ruang li lngkup kelwelnangan atau 

dalam urusan transaksi l pelrusahaan, maka pelrusahaan be lrtanggung jawab atas ti lndak pi ldana 

yang di llakukan olelh peljabat selni lor telrselbut.17 Dalam hal peljabat selni lor telrselbut belrti lndak 

dalam kapasi ltas pri lbadi lnya dalam arti l di lluar li lngkup jabatannya maka dalam hal ilni l korporasil 

ti ldak akan belrtanggung jawab.   

Ti ldak selrta melrta melns re la i lndi lvi ldu telrselbut dapat di lkatakan selbagai l melns rela korporasi l, 

yakni l i lndi lvi ldu telrselbut selharusnya di lkuali lfi lkasi l selbagai l i lndi lvi ldu yang melmang melmi lli lki l 

kelwelnangan untuk melnelntukan suatu tilndakan atau kelhelndak korporasi l yakni l peljabat selni lor 

dari l suatu korporasi l atau dapat di lselbut selbagai l manajelr, bukan me lrelka yang hanya melrupakan 

karyawan bi lasa dalam arti l hanya se lbagai l orang yang mellakukan pelkelrjaan atas apa yang 

di lpelri lntahkan olelh manajelr.  

Belrdasarkan telori l i ldelnti lfi lkasi l selbagai lmana di ljellaskan di l atas maka apabi lla yang 

melmi lli lkil melns rela dalam hal i lni l hanyalah selbatas karyawan bi lasa melski lpun belrti lndak untuk 

dan atas nama korporasi l ti ldak selrta melrta di lkatakan melnjadi l melns rela korporasi l karelna me lrelka 

hanya melrupakan alat atau tangan dari l pelrusahaan selhi lngga ti ldak melwaki lli l pelrusahaan dan 

ti ldak dapat melnghelndaki l atas apa yang di llakukan, belrbelda halnya delngan manajelr yang dapat 

                                                           
15Dwildja Prayiltno, Op.Cilt., hal. 83. 
16Dwildja Prilyatno, Silste lm Pe lrtanggungjawaban Pildana Korporasil dalam Ke lbiljakan Lelgilslasil. Jakarta: 

Ke lncana, 2017, hal. 84 dilkutilp daril Chrilstophe lr Ryan, Crilmilnal Law, 5 ELdiltilon, (London, Blackstone l Pre lss 

Lilmilte ld 1998), hal. 122 
17 I Lbild, hal. 155 
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di lkatakan selbagai l pi lhak yang melwaki lli l si lkap bati ln korporasi l se lhi lngga manajelr melrupakan 

relpre lselntati lf suatu korporasi l dan melns re la manajelr yang be lrti lndak untuk dan atas nama 

korporasi l melrupakan melns rela  dari l korporasi l. 

 

Doktri ln Vi lcari lous Li labi lli lty  

Melmbahas melngelnai l melmpelrtanggungjawabkan korporasi l selcara pi ldana di lkelnal doktri ln 

vi lcari lous li labi llilty atau pelrtanggungjawaban pi ldana pelngganti l. Pelrtanggungjawaban pi ldana 

pelngganti l adalah pelrtanggungjawaban selselorang tanpa kelsalahan pri lbadi l, 

pelrtanggungjawaban atas tilndakan orang lai ln (a vi lcari lous lilabi lli lty i ls onel whelrel i ln onel pelrson, 

though wi lthout pelrsonal fault, i ls morel li lablel for thel conduct of anothelr).18 Vi lcari lous li labi llilty 

melnurut Barda Nawawi l Ari lelf, di larti lkan “pelrtanggungjawaban hukum selselorang atas 

pelrbuatan salah yang di llakukan olelh orang lai ln”. 

Telrkai lt dalam pelrkara pi ldana telrdapat dua syarat pelnti lng yang harus di lpelnuhi l untuk 

dapat melnelrapkan pelrbuatan pi ldana delngan pelrtanggungjawaban pi ldana pelngganti l (vi lcari lous 

li labi llilty) i lni l, syarat-syarat telrselbut yakni l, pelrtama harus telrdapat suatu hubungan pelkelrjaan 

selpelrti l hubungan antara maji lkan delngan pelgawai l atau pelkelrja (thelre l must bel rellati lonshi lp such 

thel elmploymelnt rellati lonshi lp, beltweleln X and Y whi lch i ls suffi lci lelnt to justilfy thel i lmposi lti lon of 

vi lcari lous li labi llilty), syarat keldua yakni l, pelrbuatan pi ldana yang di llakukan olelh pelgawai l atau 

pelkelrja te lrselbut harus belrkai ltan atau masi lh dalam ruang li lngkup pelkelrjaannya (thel cri lmi lnal 

conduct commi ltteld by Y must bel relfellablel i ln somel parti lcular way to rellati lonshi lp beltweleln X 

and Y).19  

Sellai ln keldua syarat telrselbut juga telrdapat dua pri lnsi lp yang harus di lpelnuhi l pelrtama 

pri lnsi lp pelndellelgasi lan (thel dellelgati lon pri lnci lplel) dan pri lnsi lp keldua pelrbuatan buruh melrupakan 

pelrbuatan maji lkan (thel selrvant’s act i ls thel mastelr’s act i ln law).20 Pri lnsi lp pelndellelgasi lan yaknil 

apabi lla pelrbuatan buruh atau pelkelrja telrselbut tellah melndapat i lnstruksi l atau melndapat 

pelli lmpahan kelwelnangan selhi lngga apa yang i la lakukan atau yang akan i la lakukan melmi lli lki l 

lelgi lti lmasi l dari l maji lkan, maka apabi lla pelrbuatan buruh atau pelkelrja telrselbut tellah selsuai l delngan 

apa yang di li lnstruksi lkan atau selsuai l delngan kelwelnangan yang tellah di lli lmpahkan olelh maji lkan 

kelpadanya maka dalam hal i lni l si l maji lkan telrselbut dapat di lmi lntai l pelrtanggungjawaban pi ldana.  

Keltelrkai ltan delngan si lstelm pelrtanggungjawaban pi ldana korporasi l, vi lcari lous li labi llilty atau 

pelrtanggungjawaban pi ldana pelngganti l melrupakan salah satu telori l dalam hal melmi lnta 

pelrtanggungjawaban pi ldana korporasi l. Hal telrselbut dapat di llakukan melski lpun selcara matelri li ll 

suatu korporasi l ti ldak mellakukan ti lndak pi ldana dalam arti l yang mellakukan ti lndak pi ldana 

selbagai lmana tellah di llarang olelh undang-undang selcara matelri li ll adalah buruh atau pelkelrja 

suatu korporasi l telrselbut akan teltapi l suatu korporasi l telrselbut dapat di lmi lntail 

pelrtanggungjawaban pi ldana karelna ti lndak pi ldana yang di llakukan buruhnya telrselbut.  

Telntu saja ti ldak bi lsa selrta melrta korporasi l selbagai l subjelk pelngganti l untuk di lmilntai l 

pelrtanggungjawaban pi ldana telrse lbut, ada belbelrapa syarat dan pri lnsi lp yang harus di lpe lnuhi l 

selbagai lmana tellah di lurai lkan di l atas. Bi llamana syarat dan pri lnsi lp selbagai lmana telrcantum di l 

atas tellah telrpelnuhi l maka dalam hal ilni l korporasi l dapat di lmilntai l pelrtanggungjawaban pi ldana. 

Namun yang juga pe lnti lng adalah prosels pelmi ldanaan dari l korporasi l te lrselbut haruslah selsuai l 

delngan melkani lsmel hukum acara yang be lrlaku.  

                                                           
18 Hanafil, Re lformasil Silste lm Pe lrtanggungjawaban Pildana, Op.Cilt., hal. 33. 

 
19Hanafil, Re lformasil Silste lm Pe lrtanggungjawaban Pildana, Jurnal Hukum Vol. 6 No. 11, 1999, dilkutilp 

daril, Marcus Flslchar, 1890. A-Le lve ll Partilcilple l of ELnglilsh Law. 1st e ldiltilon. (London: HLT Publilcatilon, 1980), hal. 

194. 
20Hanafil, Re lformasil Silste lm Pe lrtanggungjawaban Pildana, Op.Cilt.,  hal.34. 
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Doktri ln Pelrtanggungjawaban yang Keltat Melnurut Undang – undang (Stri lct Li labi llilty) 

Pri lnsi lp pelrtanggungjawaban pi ldana mutlak tanpa harus melmbukti lkan ada atau ti ldaknya 

kelsalahan pada si l pellaku ti lndak pi ldana, pri lnsi lp pelrtanggungjawaban pi ldana telrselbut di lkelnal 

selbagai l stri lct li labi lli lty cri lmels.21 Pelmbelntuk undang-undang tellah melneltapkan bi lla aturan 

telntang stri lct li labi lli lty cri lmels dapat di lbe lrlakukan selbagai l belri lkut : 

1) Keljahatan yang di llakukan bukan keljahatan belrat. 

2) Ancaman hukuman yang belrlaku adalah ri lngan. 

3) Syarat adanya melns rela akan melnghambat tujuan pelrundangan. 

4) Keljahatan yang di llakukan selcara langsung melrupakan paksaan telrhadap hak-hak 

orang lai ln. 

5) Melnurut pelrundang-undangan yang belrlaku melns rela selcara kasui lsti ls ti ldak pelrlu 

di lbukti lkan.22 

Melnelntukan apakah dapat atau ti ldaknya suatu korporasi l di lpelrtanggungjawabkan atas 

doktri ln strilct li labi lli lty melrupakan suatu yang sangat di lpelrlukan. Sellanjutnya, belrki lsar pada 

seljauh mana makna kelsalahan atau pelrtanggungjawaban pi ldana i ltu di lpelrluas delngan teltap 

delngan teltap melmpelrhati lkan kelseli lmbangan antara kelpelnti lngan masyarakat luas yang mana hal 

telrselbut bukannya masalah yang mudah. Olelh karelna i ltu pelrti lmbangan harus di llakukan delngan 

sangat hati l-hati l, telrlelbi lh mellakukan pellompatan yang drasti ls dari l konselpsi l kelsalahan yang 

di lpelrluas seldelmi lki lan rupa sampai l pada konselp kelti ladaan kelsalahan sama selkali l, belrdasarkan 

hal  telrselbut, bahwa untuk melmbuktilkan adanya kelsalahan pada korporasi l suli lt selkali l, selbab 

yang melmpunyai l kelsalahan pada umumnya yang di ltelri lma adalah orang.23 

Belrdasarkan urai lan di l atas dapat di ltari lk selbuah kelsi lmpulan yakni l, doktri ln stri lct lilabi lli lty 

dapat melmbelri lkan suatu solusi l dalam hal karelna selmaki ln canggi lhnya pelrkelmbangan telknologi l 

selrta maki ln belragaman modus opelrandi l yang di llakukan olelh suatu korporasi l yang mana atas 

ti lndakan atau keljahatan yang di llakukan olelh korporasi l ti ldak bi lsa di lpungki lri l akan belraki lbat 

pada kelhi ldupan masyarakat selcara luas selrta kelbutuhan agar selgelra melmpi ldanakan suatu 

korporasi l maka di lpelrlukannya lah doktri ln stri lct li labi llilty. Akan teltapi l, bagai lmanapun juga 

pelnelrapan doktri ln i lni l harus teltap melncelrmi lnkan rasa keladi llan bagi l selmua pi lhak, telrmasuk 

selbuah korporasi l yang pada pri lnsi lpnya juga melmi lli lki l hak untuk mellakukan pelmbellaan 

dan/atau pelmbukti lan untuk melmbuktilkan adanya kelsalahan yang di ldakwakan kelpadanya, 

selbagai lmana hukum acara yang belrlaku.   

3) Ti lndakan Tax ELvasilon selbagai l Corporatel Crilmel 
Pelnge lrti lan tax elvasi lon di l ILndonelsi la di lkelnal delngan i lsti llah Pelngellakan Pajak, yai ltu pada 

haki lkatnya yang melnjadi l soal di lsi lni l i lalah suatu belntuk si lmulasi l (pelrbuatan pura-pura) keladaan 

yang selbelnarnya di lselmbunyi lkan delngan, mi lsalnya melngajukan suatu pelrnyataan yang ti ldak 

belnar, atau melmbelri lkan data-data yang ti ldak be lnar.24 Selhi lngga tax elvasi lon  melrupakan usaha 

akti lf waji lb pajak dalam hal melngurangi l, melnghapuskan, mani lpulasi l i llelgal telrhadap utang 

pajak atau melloloskan di lri l untuk ti ldak melmbayar pajak selbagai lmana yang tellah telrutang 

melnurut aturan Undang – Undang. 

                                                           
21Romlil Atmasasmilta, Pe lrbandilngan Hukum Pildana, (Bandung, Mandar Maju, 2000), hal. 76. 
22I Lbild, hal. 78. 
23Dwildja Prayiltno,Op.Cilt, 106. 

 
24R. Santoso Brotodilhardjo, Pelngantar I Llmu Hukum Pajak, Ce lt. 22, (Bandung: Re lfilka Adiltama, 2010), 

hal. 17. 
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Ti lndak keljahatan di lbi ldang pelrpajakan melrupakan pelrbuatan mellawan hukum yang 

di llakukan olelh waji lb pajak (i lndi lvi ldu atau badan) yang dapat melni lmbulkan kelrugi lan pada 

pelndapatan nelgara dari l selktor pajak, yang dapat di lkellompokkan melnjadi l dua bagi lan, yai ltu 

kelalpaan (pellanggaran) dan kelselngajaan (keljahatan).25  

Belrdasarkan rumusan waji lb pajak, ada dua subjelk ada dua subjelk yang melnurut undang-

undang pelrpajakan di lselbut selbagai l waji lb pajak, yai ltu orang dan/atau badan. Sellai ln waji lb pajak 

yang telrdi lri l atas orang dan atau badan, ada pelngelrti lan yang lelbi lh luas lagi l melngelnai l pelngelrti lan 

subjelk pajak, yai ltu selbagai lmana di latur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 

2007: 

a. “Orang prilbadi l atau pelrselorangan dan warilsan yang bellum telrbagi l selbagai l suatu 

kelsatuan, melngganti lkan yang belrhak”; 
b. “Badan yang telrdi lri l dari l pelrselroan telrbatas, pelrselroan komandi ltelr, badan usaha mi lli lk 

nelgara dan daelrah delngan nama dan dalam belntuk apapun, pelrselkutuan, pelrselroan 

atau pelrkumpulan lai lnnya, fi lrma, kongsi l, pelrkumpulan kopelrasi l, yayasan atau 

lelmbaga dan belntuk usaha teltap” 
Pada bab selbe llumnya tellah di lbahas melngelnai l telori l-telori l pelrtanggungjawaban pi ldana 

korporasi l, sellanjutnya pelnuli ls akan melmbahas melngelnai l modell-modell pelrtanggungjawaban 

pi ldana pada korporasi l. Telntang keldudukan korporasi l selbagai l pelmbuat dan si lfat 

pelrtanggungjawaban pi ldana korporasi l, yai ltu: 

1. Pelngurus korporasi l se lbagai l pelmbuat dan pelnguruslah yang belrtanggung jawab. 

2. Korporasi l selbagai l pe lmbuat dan pelngurus belrtanggung jawab. 

3. Korporasi l selbagai l pe lmbuat dan juga selbagai l yang belrtanggung jawab.26 

Korporasi l selbagai l pelmbuat dan juga selbagai l yang belrtanggung jawab, pada modell 

pelrtanggungjawaban i lni l korporasi l dapat di lmi lntai l pelrtanggungjawaban pi ldana. Hal telrselbut 

karelna ti lndak pi ldana yang tellah di llakukan ole lh korporasi l selri lngkali l belraki lbat melni lmbulkan 

kelrugi lan yang belsar bai lk kelpada masyarakat maupun kelrugi lan telrhadap nelgara kelrugi lan 

telrselbut dapat belrupa matelri ll. Delngan di lpi ldana pelngurusnya saja di lrasa ti ldak cukup. 

Di lpi ldananya pelngurus juga ti ldak melmbelri lkan jami lnan yang cukup bahwa korporasi l ti ldak 

selkali l lagi l mellakukan pelrbuatan yang tellah di llarang olelh undang-undang selhi lngga di lpelrlukan 

untuk melmpi ldanakan korporasi l.27 

Selrta belrdasarkan telori l pelrtanggungjawaban pi ldana korporasi l hal telrselbut juga selsuai l 

delngan doktri ln vi lcari lous li labi lli lty selbagai lmana telrpelnuhi lnya dua syarat, yakni l pelrtama 

telrdapat suatu hubungan pelkelrjaan, yai ltu selbagai l selorang Tax Manage lr, dan keldua pelrbuatan 

pi ldana yang di llakukan olelh Tax Managelr telrselbut belrkai ltan atau masi lh dalam ruang li lngkup 

pelkelrjaannya, yang pada pokoknya mellakukan pelngi ldelnti lfi lkasi lan atas pajak-pajak telrutang, 

pellaporan, hi lngga pelnye ltoran pajak kelpada Ne lgara, selrta yang telrpelnti lng se lcara matelri li ll 

manfaat nyata atas adanya tax elvasi lon yang sangat belrdampak si lgni lfi lkan pada keluangan 

korporasi l, se lhi lngga belrdasarkan urai lan telrse lbut maka di lsi lmpulkan bahwa ti lndakan se lorang tax 

managelr yang mellakukan selrangkai lan ti lndakan tax elvasi lon dapat di lkuali lfi lkasi l selbagai l 

ti lndakan corporatel cri lmel. 

Asas-asas Vi lcari lous li labi lli lty dan ildelnti lfi lkasi l di lgunakan selbagai l rati lo delci ldelndi l olelh 

Mahkamah Agung Relpubli lk ILndonelsi la untuk melmutus pelrkara pi ldana khusus delngan telrdakwa 

Suwi lr Laut ali las Li lu Chel Suil, dalam jabatannya selbagai l Tax Managelr Asi lan Agri l Group dan 

                                                           
25Hadil I Lrawan, Pe lngantar Pe lrpajakan, (Malang: Bayu Me ldila, 2003), hal. 10. 
26Muladil, Dwildja Prilyatno. Pe lrtanggungjawaban Pildana Korporasil: eldilsil ke ltilga. (Bandung: Ke lncana, 

2015) dilkutilp dalam Mardjono Re lksodilputro, Pe lrtanggungjawaban Pildana Korporasil dalam Tilndak Pildana 

Korporasil, (Se lmarang: FH-UNDI LP, 1989), hal. 9. 

27 Muladil dan Dwildja Prayiltno, Op.cilt, hal. 90. 
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telrdaftar selbagai l pelgawai l ILnti l ILndosawi lt Subur (anak pelrusahaan Asi lan Agri l) di ljatuhi l pi ldana 

pelnjara 2 (dua) tahun delngan masa pelrcobaan 3 tahun dan melnghukum Asi lan Agri l Group 

delngan pi ldana delnda selbelsar 2 (dua) kali l pajak telrutang atau selbelsar Rp. 2.519.955.391.304,- 

(dua tri llyun li lma ratus selmbi llan bellas mi llyar selmbi llan ratus lilma puluh li lma juta ti lga ratus 

selmbi llan puluh satu ri lbu ti lga ratus elmpat rupi lah) selbagai lmana dalam Putusan MA Nomor 2239 

K/PILD.SUS/2012, delngan amar putusan yang pada pokoknya di lrangkum selbagai l belri lkut: 

Pelrbuatan telrdakwa belrbasi ls untuk kelpelnti lngan 14 korporasi l yang di lwaki lli lnya untuk 

melnghi lndari l Pph dan Pajak badan yang harus di lbayar, olelh karelna i ltu ti ldak adi ll ji lka tanggung 

jawab pi ldana hanya di lbelbankan pada telrdakwa sellaku i lndi lvi ldu, akan teltapi l selpatutnya juga 

melnjadi l tanggung jawab korporasi l yang me lni lkmati l atau melmpelrolelh dari l hasi ll tax e lvasi lon 

telrselbut. 

Selkali lpun selcara i lndi lvi ldual pelrbuatan telrdakwa telrjadi l karelna “melns rela” dari l telrdakwa, 

namun kare lna pe lrbuatan telrselbut selmata-mata untuk kelpelnti lngan dari l korporasi l, maka 

Mahkamah Agung belrpelndapat bahwa yang di llakukan olelh Telrdakwa adalah di lkelhelndaki l atau 

“melns rela” dari l 14 korporasi l, selhi lngga delngan de lmi lki lan pelmbelbanan tanggung jawab pi ldana 

“i lndi lvi ldual lai lbi lli lty” delngan corporatel li labi lli lty harus di ltelrapkan selcara sti lmultan selbagai l 

celrmi lnan dari l doktri ln relspondelat supelri lor atau doktri ln “Vi lcari lous Lai lbi lli lty” di ltelrapkan 

pelrtanggungjawaban pi ldana kelpada korporasi l atas pelrbuatan atau pelri llaku Telrdakwa selbagai l 

pelrsoni lfi lkasi l dari l korporasi l yang di lwaki lli lnya melnjadi l tugas dan tanggung jawab lagi l pula apa 

yang di llakukan Telrdakwa tellah di lputuskan selcara kolelkti lf. 

Namun ti ldak bi lsa selrta melrta korporasi l selbagai l subjelk pelngganti l untuk di lmilntai l 

pelrtanggungjawaban pi ldana telrselbut, telrlelbi lh apabi lla telrkai lt delngan hukum pi ldana yang akan 

melni lmbulkan nelstapa bagi l selselorang telrmasuk dalam hal i lni l adalah korporasi l, telntu saja juga 

harus di ldasarkan pada melkani lsmel pelmi ldanaan yang tellah di latur dalam hukum acara pelraturan 

pelrundang-undangan. Selbagai lmana di lkeltahui l selcara gari ls belsar prosels dan melkani lsme l 

pelnye llelsai lan pelrkara pi ldana melnurut KUHAP melli lputil 4 (elmpat) tahapan, yai ltu pelnye lli ldi lkan, 

pelnyi ldi lkan, pelnuntutan selrta pelmelri lksaan di l si ldang pelngadi llan.  

Di laturnya melkani lsmel pelmi ldanaan telrselbut, karelna KUHAP melnganut pri lnsi lp duel 

procelss of law di lmana prosels hukum yang fai lr bagi l telrsangka, yai ltu hak selorang telrsangka dan 

telrdakwa untuk di ldelngar pandangannya telntang bagai lmana pelri lsti lwa keljahatan i ltu telrjadi l. 

Dalam pelmelri lksaan telrhadapnya, di la belrhak di ldampi lngi l olelh pelnaselhat hukum, melngajukan 

pelmbellaan. Selme lntara, pelnuntut umum harus melmbuktilkan kelsalahannya di l muka pelngadi llan 

yang belbas dan delngan haki lm yang ti ldak belrpi lhak.28 

Sellai ln dari lpada untuk melli lndungi l hak dari lpada Telrsangka maupun Telrdakwa, 

pelmi ldanaan yang selsuai l delngan melkani lsmel pelmi ldanaan hjuga melrupakan wujud dari l asas 

kelpasti lan hukum, di lmana selti lap pi lhak melndapat pelrlakukan selsuai l delngan pe lraturan 

pelrundang-undangan yang ada, selbagai lmana Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Nelgara 

Relpubli lk ILndonelsi la Tahun 1945 selcara telgas melnyatakan bahwa “Nelgara ILndonelsi la adalah 

nelgara hukum”. Selbagai l Nelgara hukum maka selluruh aspelk dalam bi ldang kelmasyarakatan, 

kelbangsaan, dan kelnelgaraan telrmasuk pe lmelri lntahan khususnya aparat pelnelgak hukum dalam 

mellakukan prose ls pelnelgakan hukum juga harus selnanti lasa belrdasarkan atas hukum. 

4. Kronologi ls Kasus Belrdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 2239 

K/PILD.SUS/2012 
Kronologi ls kasus posi lsi l pada Putusan MA No. 2239/K/PILD.SUS/2012 delngan Telrdakwa 

atas nama Suwi lr Laut ali las Li lu Chel Sui l ali las Atak. Adapun Telrdakwa me lrupakan selorang Tax 

Managelr dari l Pelrusahaan Asi lan Agri l Group (AAG) dan telrdaftar se lkali lgus selbagai l pelgawai l 

                                                           
28M. Yahya Harahap, Pe lmbahasan Pelrmasalahan dan Pelne lrapan KUHAP: Pelnyildilkan dan Pe lnuntutan, 

Op.Cilt., hal. 41. 
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di l ILnti l ILndo Sawilt Subur (PT. ILILS). Selrta dalam pelrkara a quo Telrdakwa melrupakan Telrdakwa 

tunggal. 

Bahwa Telrdakwa yang belrti lndak sellaku Tax Managelr Asi lan Agri l Group (AAG) 

belrtanggung jawab melmbuat laporan keluangan konsoli ldasi l (nelraca dan laporan rugi l laba) dan 

melmpelrsi lapkan, melngi lsi l dan melnyampai lkan Surat Pelmbelri ltahuan (SPT) Tahunan Pajak 

Pelnghasi llan (PPh) Waji lb Pajak (WP) Badan untuk selluruh pelrusahaan yang telrgabung dalam 

(AAG), se llanjutnya pada tanggal 04 Agustus 2002, 05 Agustus 2002, 02 Selptelmbelr 2002 dan 

18 – 19 Delselmbelr 2002, Telrdakwa be lrsama-sama delngan ELddy Lukas (ELL), Lele l Boon Helng 

(LBH), Yoe l Gi lel (YG), Vi lncelnti lus Ami ln Sutanto (VAS), Djoko Soe lsanto Oeltomo (DO) dan 

Pauli lna Shilh (PS) melngadakan tax plannilng melelti lng di l kantor Jakarta. Selcara gari ls belsar 

Modus yang di llakukan olelh PT. Asi lan Agri l Group dalam pelnghi lndaran / pelngge llapan (tax 

elvasi lon) pajak i lni l di lcapai l delngan 3 (ti lga) cara, yai ltu:: 

1. Pelmbuatan bi laya fi lkti lf 

2. Praktelk mani lpulasi l harga mellalui l skelma transfelr pri lci lng 

3. Praktelk mani lpulasi l harga mellalui l transaksi l li lndung ni llai l (heldgi lng) fi lkti lf 

Bahwa melngelci llkan pelnjualan mellalui l relkayasa pelnjualan dan pelnggellelmbungan bi laya 

mellalui l pelmbelbanan bi laya Jakarta, bi laya heldgi lng dan bi laya managelmelnt felel di lmaksudkan 

untuk melngurangi l belsarnya pelnghasi llan kelna pajak pelrusahaan-pelrusahaan yang belrada di l 

bawah AAG. Ti lndakan Telrdakwa se lbagai lmana tellah di lurai lkan di l atas selmata-mata 

melnjalankan fungsi lnya selbagai l Tax Managelr yang mana atas ti lndakan telrselbut AAG sellaku 

korporasi l melmpelrolelh manfaat atau keluntungan. 

Belrdasarkan kasus posi lsi l telrselbut, kelmudi lan Pelnuntut Umum dalam Surat Dakwaannya 

melnyatakan, Te lrdakwa yang belrti lndak sellaku Tax Managelr (AAG) belrtanggung jawab 

melmbuat laporan keluangan konsoli ldasi l (ne lraca dan laporan rugi l laba) dan melmpelrsi lapkan, 

melngi lsi l dan melnyampai lkan (SPT), (PPh), (WP) Badan untuk selluruh pelrusahaan yang 

telrgabung dalam (AAG) mellakukan belbelrapa pelrbuatan melski lpun masi lng-masi lng melrupakan 

keljahatan atau pellanggaran ada hubungannya selhi lngga harus di lpandang selbagai l satu pelrbuatan 

belrlanjut, waki ll, kuasa, atau pelgawai l dari l Waji lb Pajak, yang melnyuruh me llakukan, yang turut 

selrta mellakukan, yang melnganjurkan, atau yang melmbantu mellakukan ti lndak pi ldana di l bi ldang 

pelrpajakan, delngan selngaja melnyampai lkan Surat Pelmbelri ltahuan dan atau keltelrangan yang 

i lsi lnya ti ldak belnar atau ti ldak lelngkap atas nama PT yang telrgabung dalam AAG. Aki lbat 

pelrbuatan Telrdakwa dapat melni lmbulkan kelrugi lan pada pelndapatan Nelgara selbelsar Rp. 

1.259.977.695.652,- (satu tri lli lun dua ratus li lma puluh selmbi llan mi lli lar selmbi llan ratus tujuh 

puluh tujuh juta elnam ratus selmbi llan puluh li lma ri lbu elnam ratus li lma puluh dua rupi lah). 

Pelrbuatan Telrdakwa telrselbut selbagai lmana di latur dan di lancam pi ldana belrdasarkan Pasal 

39 ayat (1) huruf c jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 telntang 

Keltelntuan Umum dan Tata Cara Pelrpajakan selbagai lmana tellah di lubah delngan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2000 telntang Pe lrubahan Keldua atas Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 1983 telntang Keltelntuan Umum dan Tata Cara Pelrpajakan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. 

Belrdasarkan dakwaan dan tuntutan yang di lajukan olelh Pelnuntut Umum pada Keljaksaan 

Nelgelri l Jakarta Pusat telrselbut, Telrdakwa (Suwi lr Laut) melrupakan Te lrdakwa tunggal, dalam 

arti l korporasi l yang dalam hal i lni l adalah Pelrusahaan yang telrgabung dalam AAG ti ldak 

melrupakan Telrdakwa dalam Surat Dakwaan yang di lbuat olelh Pelnuntut Umum dalam pelrkara 

a quo, selhi lngga pada bab sellanjutnya akan di lbahas melngelnai l fungsi l dari l Surat Dakwaan 

Pelnuntut Umum dalam suatu pelrsi ldangan. 

5) Hakilkat Dan Pelnti lngnya Surat Dakwaan Jaksa dalam Putusan Pelngadi llan 
Surat dakwaan melrupakan dasar fundamelntal dalam hukum acara pi ldana, selbab 

belrdasarkan surat dakwaan selselorang akan di lpelri lksa, di ladi lli l di l muka sildang pelngadi llan. Bagi l 

Pelnuntut Umum surat dakwaan belrfungsi l selbagai l dasar untuk mellakukan pelnuntutan, dasar 
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untuk pelmbukti lan, selrta dasar untuk mellakukan upaya hukum, bagi l Telrdakwa atau pelnasi lhat 

hukumnya surat dakwaan belrfungsi l untuk melngeltahui l delngan telpat dan te lli lti l telntang apa yang 

di ldakwakan kelpadanya, agar dapat melmpelrsi lapkan pelmbellaan dan/atau melngajukan bukti l 

selbali lknya selrta melrupakan dasar mellakukan upaya hukum, bagi l Haki lm surat dakwaan 

melrupakan li lti ls contelstati lon, yai ltu selbagai l dasar selkali lgus batas bagi l pelmelri lksaan dan 

pelni llai lan di l pelrsi ldangan, olelh kare lna i ltu dalam melnjatuhkan putusan ti ldak bolelh mellelbi lhi l atau 

kurang dari l ti lndak pi ldana yang di ldakwakan, yang di lpelrbolelhkan adalah melnjatuhkan putusan 

delngan pi ldana yang lelbi lh belrat atau lelbi lh ri lngan dari lpada tuntutan pi ldana.29 

Belrdasarkan belbelrapa delfi lni lsi l selbagai lmana di lurai lkan di l atas, telrdapat belbelrapa 

pelrsamaan telntang delfi lni lsi l surat dakwaan yakni l, surat dakwaan me lrupakan suatu akta yang 

mana harus melncantumkan tanggal dan tanda tangan pelmbuatnya, kelmudi lan melngelnai l telntang 

pelrumusan ti lndak pi ldana yang di llakukan olelh Telrdakwa belrselrta waktu (locus) dan telmpat 

(telmpus) ti lndak pi ldana di llakukannya ti lndak pi ldana telrselbut, sellanjutnya melngelnai l pelrumusan 

ti lndak pi ldana yang di ldakwakan harus di llakukan selcara celrmat, jellas, dan lelngkap, 

selbagai lmana yang di latur dalam keltelntuan KUHAP, dan telrakhi lr surat dakwaan melrupakan 

dasar pelmelri lksaan di l si ldang pelngadi llan, hal te lrselbut telrkai lt delngan fungsi l dari l surat dakwaan 

yakni l melrupakan dasar selkali lgus untuk melnelntukan batas-batas ruang li lngkup pelmelri lksaan di l 

si ldang pelngadi llan.  

Belrdasarkan urai lan di l atas maka dapat di lkatakan bahwa surat dakwaan melrupakan suatu 

hal yang fundamelntal dalam rangka pelnelgakan hukum acara pi ldana selrta melmi lli lki l keldudukan 

yang stratelgi ls dalam arti l melmi lli lki l pelranan yang sangat pelnti lng bai lk bagi l Pelnuntut Umum, 

Telrdakwa atau pelnasi lhat hukum, maupun bagi l Haki lm. Karelna selbagai lmana di lkeltahui l bahwa 

surat dakwaan melrupakan dasar untuk melnelntukan seljauh batas-batas pelmelri lksaan di l si ldang 

pelngadi llan. Di l si ldang pelngadi llan, Haki lm harus mellakukan pelmelri lksaan apakah unsur-unsur 

dari l pelrbuatan telrselbut selpelrti l di lnyatakan dalam surat dakwaan i ltu dapat di lbukti lkan atau ti ldak. 

Sellanjutnya adalah melngelnai l syarat formi ll dan matelri li ll surat dakwaan yakni l 

selbagai lmana di latur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP,  yai ltu melmuat i ldelnti ltas lelngkap 

Telrdakwa. Kelkurangan syarat formal surat dakwaan ti ldak melnyelbabkan surat dakwaan  batal 

delmi l hukum (van relchtswelgel ni lelti lg atau null and voi ld) akan teltapi l surat dakwaan telrselbut 

dapat di lbatalkan (velrni lelti lgbaar). 

 

a. Syarat Mate lri li ll  

Belri lsi l urai lan selcara celrmat, jellas, dan lelngkap telntang ti lndak pi ldana yang di ldakwakan, 

telmpat ti lndak pi ldana di llakukan, dan waktu ti lndak pi ldana di llakukan. Manakala syarat matelri li ll 

ti ldak di lpelnuhi l maka surat dakwaan batal delmi l hukum. Urai lan selcara celrmat, jellas, dan 

lelngkap. 

Selhubungan delngan syarat matelri li ll yakni l agar Pe lnuntut Umum beltul-beltul celrmat dan 

hati l-hati l dalam melrumuskan dakwaannya. Hal telrselbut karelna kelkurangcelrmatan, 

kelti ldakjellasan, atau ke lti ldaklelngkapan dalam melrumuskan ti lndak pi ldana selrta melrumuskan 

unsur-unsur Pasal dalam surat dakwaan, akan melngaki lbatkan dakwaan batal delmi l hukum. 

Untuk melnelntukan suatu kri ltelri la yang pasti l, kapankan suatu pelrumusan sudah melmelnuhi l 

syarat matelri li ll yakni l sudah ce lrmat, jellas, dan lelngkap atau bellum/ti ldak celrmat, jellas, dan 

lelngkap, melrupakan hal yang sangat suli lt, hal telrse lbut karelna belranelka ragamnya ti lndak pi ldana 

selrta belrbagai l modus opelrandi l yang dapat di llakukan olelh pellaku ti lndak pi ldana. Surat dakwaan 

tellah di lrumuskan ti lndak pi ldana yang di ldakwakan i ltu delngan melngurai lkan pelrpaduan unsur-

unsur ti lndak pi ldana delngan pelrbuatan matelri li ll (matelri lellel handelli lng) yang tellah di llakukan olelh 

Telrdakwa dan dari l pelrumusan telrselbut Telrdakwa tellah melmahami l telntang apa yang 

                                                           
29Dildilk ELndro Purwole lksono, Op.CI Lt., hal. 96. 
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di ldakwakan kelpadanya, olelh karelna i la ti ldak lagi l di lrugi lkan dalam pelmbellaannya maka 

pelrumusan yang delmi lki lan sudah cukup celrmat, jellas, dan lelngkap, hal telrselbut belrdasarkan 

pada tujuan adanya pelne ltapan syarat matelri li ll i ltu maksudnya ti lada lai ln agar Telrdakwa melnge lrti l 

apa yang di ldakwakan kelpadanya dan bi lla i la sudah melngelrti l maka i la dapat melmpelrsi lapkan 

pelmbellaan di lri lnya.30 

Pelnge lrti lan putusan belrdasarkan selbagai lmana di latur dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP 

yakni l: 

“Putusan pe lngadillan me lrupakan pelrnyataan Hakilm yang dilucapkan dalam sildang telrbuka yang 

dapat belrupa pelmi ldanaan atau belbas atau lelpas daril selgala tuntutan hukum dalam hal selrta 

me lnurut cara yang dilatur dalam undang-undang ilni l”.  

Haki lm dalam hal melnjatuhkan putusan di ldasarkan pada surat dakwaan, hal i lni l selbagai lmana 

di latur dalam Pasal 191 KUHAP. Delngan delmi lki lan surat dakwaan dari l Pelnuntut Umum 

melrupakan dasar hukum acara pi ldana, karelna delngan belrdasarkan pada dakwaan i ltulah 

pelmelri lksaan di l  si ldang pelngadi llan di llakukan. Dalam suatu pelrsi ldangan di l pelngadi llan 

selorang Haki lm ti ldak dapat melnjatuhkan pi ldana di lluar batas-batas dakwaan.31  

Putusan pelmi ldanaan pada haki lkatnya melrupakan putusan Haki lm belri lsi lkan suatu 

pelri lntah kelpada Te lrdakwa untuk me lnjalani l hukuman atas pelrbuatan yang di llakukannya 

selsuai l delngan amar putusan, masalah melnge lnai l belrat ri lngannya atau lama pi ldana 

pelmbelntuk undang-undang melmbe lri l kelbelbasan kelpada Haki lm untuk melnelntukan antara 

pi ldana mi lni lmum sampai l maksi lmum telrhadap Pasal yang telrbukti l dalam pelrsi ldangan.32 

Putusan yang bukan pelmi ldanaan dapat belrupa putusan belbas (vri ljspraak) dan putusan lelpas 

dari l selgala tuntutan hukum (onslag van relcht velrvolgi lng).  

Belrdasarkan urai lan selbagai lmana di lurai lkan di l atas, yang mana tellah me lngurai lkan syarat-

syarat yang harus telrmuat dalam suatu putusan. Pelnuli ls helndak melnelgaskan melngelnai l syarat 

kelpala putusan belrbunyi l, “Delmi l Keladi llan Belrdasarkan Keltuhanan Yang Maha ELsa” yang 

mana belrdasarkan pelnjellasan di l atas, Haki lm dalam melnjatuhkan putusan ti ldak hanya 

melnelgakkan hukum akan teltapi l juga melnelgakkan keladi llan selrta selbuah dalam hal 

melnjatuhkan putusan, Haki lm selnanti lasa belrtanggung jawab kelpada Tuhan Yang Maha ELsa. 

Dalam melnelgakkan keladi llan salah satu upaya yang dapat di llakukan adalah melnelgakkan 

hukum selsuai l delngan pelraturan pelrundang-undangan yang be lrlaku, atau hal i lni l lah melnjadil 

dasar fundame lntal dari l asas kelpasti lan hukum. Kelpasti lan hukum iltu harus melmi llilki l 

kelwi lbawaan yang formal (proseldurnya harus belnar), selhi lngga pada akhi lrnya nanti l juga 

melrupakan i lnstrumeln untuk melnci lptakan suatu keladi llan yang ada di l masyarakat. Suatu 

melkani lsmel pelmi ldanaan telrhadap korporasi l yang ti ldak selsuai l delngan hukum acara, maka 

selcara pri lnsi lp ti ldak dapat di lbelnarkan.  

3.3 Anali lsils Putusan MA No. 2239 K/PILD.SUS/2012 
Pelrti lmbangan Haki lm dalam melmutus atau rati lo delci ldelndi l Maje lli ls Haki lm yang me lni llai l 

bahwa Telrdakwa melmang melmi lli lki l melns rela akan teltapi l pelrbuatan yang di llakukan bukan 

selmata-mata untuk kelpe lnti lngan Telrdakwa, akan teltapi l untuk kelpelnti lngan korporasi l-korporasi l 

telrselbut. Hal i lni l be lrdasarkan bahwa pelrbuatan Te lrdakwa yang belrti lndak sellaku Tax Managelr 

Asi lan Agri l Group (AAG) belrtanggung jawab melmbuat laporan keluangan nelraca dan laporan 

rugi l laba dan melmpelrsi lapkan, melngi lsi l dan melnyampai lkan akan teltapi l surat-surat telrselbut 

di lsampai lkan selcara ti ldak belnar atau ti ldak lelngkap, guna untuk melnghi lndari l atau melngurangil 

                                                           
30Harun M.Husi ln, Surat Dakwaan, Op.Cilt, hal. 51 
31Andil Hamzah, Pe lngantar Hukum Acara Pildana, (Yogyakarta: Lilbe lrty, 1996), hal. 167. 
32Lilli lk Mulyadil, Hukum Acara Pildana Suatu Tilnjauan Khusus te lrhadap Surat Dakwaan, ELkse lpsil, dan 

Putusan Pelradillan, (Bandung: Ciltra Adiltya Baktil, 2002), hal. 127.  
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pajak yang harus di lbayarkan (tax elvasi lon). Pelrbuatan Telrdakwa telrselbut telntu saja 

melnguntungkan korporasi l-korporasi l yang telrgabung dalam AAG. 

Pelrti lmbangan Haki lm melnyatakan bahwa antara i lndi lvi ldual lilabi lli lty dan corporatel 

li labi llilty harus di ltelrapkan selcara proporsi lonal, karelna Maje lli ls Haki lm belrpelndapat ji lka 

pelrtanggungjawaban pi ldana hanya di lke lnakan ke lpada Telrdakwa, maka akan melni lmbulkan rasa 

kelti ldakadi llan. Melngi lngat korporasi l yang melni lkmati l atau melmpelrolelh dari l hasi ll tax elvasi lon 

telrselbut, selhi lngga selpatutnya di lmi lntai l pelrtanggungjawaban pi ldana. Hal telrselbut juga 

melrupakan i lmplelmelntasi l dari l doktri ln vi lcari lous li labi lli lty yakni l melski lpun melns rela dari l di lri l 

Telrdakwa, namun karelna pelrbuatan telrselbut selmata-mata untuk kelpelnti lngan dari l korporasi l 

dan juga ti lndakan tax elvasi lon tellah di lputuskan selcara kolelkti lf, maka dapat di ltelrapkan doktri ln 

vi lcari lous li labi lli lty. 

Kelmudi lan melnge lnai l pelrti lmbangan Majelli ls Haki lm yang melmutus pelmi ldanaan telrhadap 

korporasi l (AAG) yang ti ldak di ldakwakan dalam surat dakwaan Pelnuntut Umum yang mana hal 

telrselbut ti ldak selsuai l delngan syarat yang harus di lmuat dalam surat dakwaan selbagai lmana 

keltelntuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP. 

Surat dakwaan akan melnjadi l dasar bagi l pelmelri lksaan di l pelrsi ldangan dan pelngambi llan 

kelputusan olelh haki lm. Delngan kata lai ln, putusan haki lm di l dalam pelrkara pi ldana di lbatasi l olelh 

apa yang di ldakwakan jaksa pelnuntut umum, sama delngan pe lrkara pelrdata di lbatasi l pula olelh 

apa yang di lgugat ole lh Pelnggugat.  

Pelrmasalahan yang ti lmbul sellanjutnya adalah melngelnai l kelpasti lan hukum, dalam pelrkara 

a quo, korporasi l bukan melrupakan Telrdakwa selbagai lmana yang di lselbutkan dalam surat 

dakwaan. Padahal selbagai lmana tellah di lurai lkan pada bab selbellumnya bahwa keldudukan surat 

dakwaan dalam pelrsi ldangan sangat fundamelntal, belrdasarkan urai lan syarat bai lk i ltu formi ll 

maupun matelri li ll surat dakwaan belrtujuan agar selselorang dapat me lngelrti l dan melmahami l ti lndak 

pi ldana apa yang tellah i la lakukan selrta me llakukan langkah-langkah guna melmpelrsi lapkan untuk 

mellakukan pelmbellaan selbagai lmana yang di ldakwakan olelh Pe lnuntut Umum dalam surat 

dakwaan. 

Ti ldak telrcantumnya korporasi l telrse lbut selbagai l Telrdakwa dalam surat dakwaan akan 

teltapi l pada putusan te lrnyata di ljatuhi l pelmi ldanaan belrupa delnda, maka hal telrselbut melnceldelrai l 

hukum acara. Selbagai lmana di lkeltahui l fungsi l dari l surat dakwaan melrupakan landasan dan ti lti lk 

tolak pelmelri lksaan Te lrdakwa, selrta pelmelri lksaan di l delpan pelrsi ldangan ti ldak bolelh melnyi lmpang 

dari l apa yang telrurai lkan dalam Surat Dakwaan, melnyi lmpang dari lpada i ltu melrupakan 

pelrkosaan telrhadap di lri l Telrdakwa telrlelbi lh lagi l telrhadap ke lpasti lan hukum i ltu selndi lri l. 

Putusan pelmi ldanaan pada haki lkatnya melrupakan putusan Haki lm belri lsi lkan suatu 

pelri lntah kelpada Telrdakwa untuk melnjalani l hukuman atas pelrbuatan yang di llakukannya selsuai l 

delngan amar putusan, masalah melngelnai l belrat ri lngannya atau lama pi ldana pelmbelntuk undang-

undang me lmbelri l kelbelbasan kelpada Haki lm untuk melnelntukan antara pi ldana mi lni lmum sampai l 

maksi lmum telrhadap Pasal yang te lrbukti l dalam pelrsi ldangan.33 Sellai ln hal telrselbut selti lap 

putusan pelmi ldanaan melmuat keltelntuan-keltelntuan selbagai lmana di latur dalam 197 KUHAP. 

Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP, melngelnai l i ldelnti ltas Telrdakwa selbagai lmana 

telrcantum delngan jellas dan celrmat di lurai lkan dalam surat dakwaan di lpelrlukan agar ti ldak telrjadi l 

kelsalahan dalam melngadi lli l selselorang (elrror i ln pelrsona). Selhi lngga melmasti lkan bahwa orang 

yang di ladi lli l Haki lm di l delpan pelrsi ldangan i ltulah melrupakan Telrdakwa selbagai lmana di lselbutkan 

dalam surat dakwaan.  

Pasal 197 ayat (2) KUHAP yang melrupakan aki lbat hukum atas ti ldak telrpelnuhi lnya syarat-

syarat sahnya putusan, maka ti ldak di lpelnuhi lnya keltelntuan Pasal 197 ayat (1) huruf b melngelnai l 

i ldelnti ltas Telrdakwa yang harus se lsuai l se lbagai lmana yang tellah di lurai lkan selcara jellas dan celrmat 

                                                           
33Lilli lk Mulyadil, Hukum Acara Pildana Suatu Tilnjauan Khusus te lrhadap Surat Dakwaan, ELkse lpsil, dan 

Putusan Pelradillan, (Bandung: Ciltra Adiltya Baktil, 2002), hal. 127. 
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dalam surat dakwaan. Apabi lla suatu putusan haki lm tildak selsuai l delngan i ldelnti ltas Telrdakwa 

dalam surat dakwaan maka, aki lbatnya hukumnya adalah batal delmi l hukum (ni lelti lg). 

KUHP selbagai l sumbelr hukum pi ldana tellah melmuat asas kelpasti lan hukum yang 

di ltransformasi lkan melnjadi l asas lelgali ltas selbagai lmana di latur pada Pasal 1 ayat (1) KUHP, 

yakni l: 

“Ti lada suatu pelrbuatan dapat di lpi ldana kelcuali l atas kelkuatan aturan pi ldana dalam 

pelrundang-undangan yang tellah ada, selbellum pelrbuatan di llakukan.” 

Hal telrselbut juga selbagai lmana di lamanatkan olelh UUD NRIL 1945 pada Pasal 28D ayat (1) yang 

melnyatakan: 

“Selti lap orang belrhak atas pelngakuan, jami lnan, pelrli lndungan dan kelpasti lan hukum yang adi ll 

selrta pelrlakuan yang sama di l hadapan hukum”. 

Kelpasti lan hukum melrupakan selbuah jami lnan bahwa hukum telrselbut harus di ljalankan 

delngan cara yang bai lk. Arti lnya bahwa ke lpasti lan hukum melngharapkan adanya upaya 

pelngaturan hukum dalam pelraturan pelrundang-undangan yang di lbuat selcara belrwi lbawa. 

Selhi lngga aturan-aturan telrselbut melmi lli lki l aspelk yuri ldi ls yang dapat melnjami ln adanya kelpasti lan 

bahwa hukum belrfungsi l selbagai l suatu pelraturan yang harus di ltaati l.  

Adanya suatu putusan pelmi ldanaan kelpada suatu badan hukum yang bukan melrupakan 

Telrdakwa dalam surat dakwaan, telntu belrte lntangan delngan asas kelpasti lan hukum. Asas 

kelpasti lan hukum melnsyaratkan bahwa selti lap pelmi ldanaan tellah di latur melkani lsme l 

pelmi ldanaannya. Melkani lsmel pelmi ldanaan belrtujuan untuk melli lndungi l hak dan kelpelnti lngan 

Telrdakwa agar dapat mellakukan pelmbellaan telrhadap suatu ti lndak pi ldana yang di ldakwakan 

kelpadanya.  

Adanya putusan pelmi ldanaan telrhadap korporasi l yang ti ldak di ldakwa telrselbut, yang pada 

akhi lrnya belrstatus se lbagai l Telrpi ldana, maka guna melmbella hak-haknya dapat mellakukan 

upaya hukum luar bi lasa yakni l, pelni lnjauan kelmbali l. Pelni lnjauan kelmbali l selbagai lmana di latur 

dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP: 

“Telrhadap putusan pelngadi llan yang tellah melmpelrolelh kelkuatan hukum teltap, 

kelcuali l putusan belbas atau lelpas dari l selgala tuntutan hukum, telrpi ldana atau ahlil 

wari lsnya dapat melngajukan pelrmi lntaan pelni lnjauan kelmbali l kelpada Mahkamah 

Agung. “ 

dasar di lajukannya upaya pelni lnjauan kelmbali l telrselbut adalah Pasal 263 ayat (2) KUHAP. 

Dasar yang dapat di lajukan olelh korporasi l yang bukan melrupakan Telrdakwa dalam surat 

dakwaan untuk melngajukan pelni lnjauan kelmbali l, adalah adanya suatu suatu kelkhi llafan haki lm 

atau suatu kelkelli lruan yang nyata. Se lbagai lmana di lkeltahui l bahwa korporasi l yang bukan 

melrupakan Telrdakwa dalam surat dakwaan se lrta ti ldak mellalui l melkani lsmel pelmi ldanaan 

selbagai lmana di latur dalam KUHAP, namun pada putusan ti lngkat Kasasi l di ljatuhi l putusan 

pelmi ldanaan olelh putusan haki lm.  

Sellai ln pelrkara Putusan MA No. 2239 K/PILD.SUS/2012 juga telrdapat Putusan daril 

Pelngadi llan Nelgelri l Si ldoarjo delngan nomor relgi lstelr pelrkara 34/Pi ld.Sus/2019/PN.SDA tanggal 

27 Marelt 2019. Pada pelrkara telrselbut di llakukan olelh Telrdakwa atas nama Muhammad Zai lnul 

ILchwan di ldakwakan delngan pasal 103 huruf (a) Undang-Undang Relpubli lk ILndonelsi la Nomor 

10 Tahun 1995 telntang Kelpabe lanan delngan ancaman pi ldana yang di ldakwakan yai ltu pi ldana 

delnda selbelsar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupi lah) subsi ldai lr 6 (elnam) bulan kurungan. Telntu 

yang di ldakwakan dalam hal i lni l yai ltu Muhammad Zai lnul ILchwan selcara pelrorangan sellaku 

Kelpala Di lvi lsi l ILntelrnasi lonal pada PT. Suryagi lta Nusaraya, Telrdakwa telrbukti l ti ldak mellakukan 

pelmelri lksaan fi lsi lk telrlelbi lh dahulu telrhadap jumlah dan jelni ls barang mi lli lk Suhai lmi l yang akan 

di l elkspor. 

Majelli ls Haki lm dalam pelrti lmbangannya melnyatakan bahwa selmua unsur dalam Pasal 

103 huruf (a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 telntang Kelpabelanan tellah telrbukti l selcara 

sah dan melyaki lnkan mellakukan pelnyelrahan dokumeln pabelan yang palsu atau di lpalsukan. 
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Sellai ln i ltu Majelli ls Haki lm juga melmpelrti lmbangkan jilka pi ldana yang di ljatuhkan adalah delnda, 

maka harus di ljatuhkan kelpada korporasi l atau badan hukum yang tellah mellakukan ti lndak 

pi ldana. Ji lka pi ldana yang di ljatuhkan belrupa pi ldana badan, maka haruslah di ljatuhkan telrhadap 

telrdakwa selbagai l orang yang pali lng belrtanggungjawab telrkai lt ke lsalahan PT Suryagi lta 

Nusaraya dalam melmbuat PELB palsu telrselbut. 

Majelli ls Haki lm dalam amarnya melmutus yai ltu Telrdakwa sellaku pellaksana tugas kelpala 

di lvi lsi l i lntelrnasi lonal PT Suryagi lta Nusaraya telrbukti l mellakukan ti lndak pi ldana. Kelmudi lan 

Majelli ls juga melnjatuhkan pi ldana yai ltu de lngan kali lmat “Melnjatuhkan pi ldana te lrhadap 

Telrdakwa Muhammad Zai lnul ILchwan dan/atau PT Suryagi lta Nusaraya sellaku badan 

hukum/korporasi l delngan pi ldana delnda selbelsar Rp100.000.000 (selratus juta rupi lah) delngan 

keltelntuan ji lka pi ldana delnda telrselbut ti ldak di lbayar maka harus di lganti l delngan pildana sellama 3 

(ti lga) bulan kurungan.” Selpelrti l halnya Pelrkara Putusan MA No. 2239 K/PILD.SUS/2012 

Pelnuntut Umum hanya melndakwakan Muhammad Zai lnul ILchwan saja, bukan kelpada PT 

Suryagi lta Nusaraya.  

Putusan Pelrkara No. 34/Pild.Sus/2019/PN.SDA yang pada amarnya juga turut 

melnjatuhkan pelmi ldanaan telrhadap korporasi l selkali lpun belntuk dari l amar putusan telrselbut 

belrsi lfat altelrnati lf kumulati lf selbagai lmana frasa “dan/atau” yang arti lnya bahwa se llai ln 

di ljatuhkan kelpada Telrdakwa yang melrupakan orang pelrorangan, putusan pelmi ldanaan telrselbut 

juga dapat di ljatuhkan atau selcara belrsama-sama kelpada korporasi l yakni l PT Suryagi lta 

Nusaraya. Telntu dalam hal ilni l, putusan telrselbut juga ti ldak telpat karelna Majelli ls Haki lm 

melmutus pelmi ldanaan telrhadap korporasi l yang bukan melrupakan Telrdakwa dalam surat 

dakwan. 

Pada pri lnsi lpnya ti lndak pi ldana yang di llakukan olelh Telrdakwa yang pada pokoknya 

mellakukan pelmbe lri ltahuan pabelan dan/atau dokumeln pellelngkap pabelan yang palsu atau 

di lpalsukan telntu akan melmbelri lkan ke luntungan bagi l korporasi l. Ti lndak pi ldana (actus relus) 

yang di llakukan olelh Telrdakwa yakni l melnandatangani l pelmbelri ltahuan elkspor barang yang 

palsu atau di lpalsukan dan kelsalahan (melnsrela) Telrdakwa telrleltak pada kellalai lannya 

mellaksanakan tugasnya sellaku Kelpala Di lvi lsi l ILntelrnasi lonal dan tellah lalai l dalam mellakukan 

pelngurusan dokumeln pelmbelri ltahuan e lkspor barang. Akan teltapi l belrdasarkan PELRJA 28/2014 

dalam hal ti lndak pi ldana melmang di llakukan olelh korporasi l belrsama-sama delngan pelngurusnya 

belrdasarkan Formuli lr 3 tellah di latur selcara jellas dan ri lnci l melngelnai l format surat dakwaanya, 

yakni l harus melmuat i ldelnti ltas korporasi l dan i ldelnti ltas pelngurus korporasi l.   

 

Kelsi lmpulan 

Ti lndakan tax elvasi lon yang di llakukan olelh Tax Managelr melrupakan keljahatan 

korporasi l, melngi lngat pelrbuatan telrselbut selmata-mata untuk kelpelnti lngan dari l korporasi l (cri lme l 

for corporati lon). Hal telrselbut juga di ldasarkan pada pelnelrapan doktri ln vi lcari lous li labi llilty 

pelrtama antara Telrdakwa delngan korporasi l telrdapat hubungan pelkelrjaan, dalam hal i lnil 

Telrdakwa melrupakan tax managelr dari l AAG. Selrta tilndakan tax elvasi lon masuk dalam ruang 

li lngkup tanggung jawab pelkelrjaannya.  Sellai ln i ltu, Telrdakwa selbagai l selorang Tax Managelr 

yang melrupakan jabatan yang pelnti lng dalam melnghi ltung dan mellaporkan jumlah kelwaji lban 

pajak, telntu di langgap selbagai l di lrelcti lng mi lnd atau altelr elgo, selhi lngga melns rela Telrdakwa 

melrupakan melns rela pelrusahaan i ltu. Hal-hal telrselbut selsuai l selbagai lmana telori l vi lcari lous 

li labi llilty dan telori l i lde lnti lfi lkasi l dalam pelrtanggungjawaban pi ldana korporasi l 

Putusan Putusan pelmi ldanaan telrhadap korporasi l yang bukan melrupakan Telrdakwa 

dalam surat dakwaan Pelnuntut Umum dalam pelrkara putusan Mahkamah Agung Nomor No. 

2239 K/PILD.SUS/2012 dan putusan No. 34/Pi ld.Sus/2019/PN.SDA yakni l yang melnjatuhkan 

pi ldana belrupa delnda kelpada korporasi l. Belrdasarkan Pasal 197 ayat (2) KUHAP yang 

melrupakan syarat mate lri li ll, selhi lngga aki lbat hukumnya putusan telrselbut batal delmi l hukum 

(ni lelti lg) yang arti lnya putusan telrselbut di langgap ti ldak pelrnah ada atau selti ldak-ti ldaknya ti ldak 
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dapat di llaksanakan (non elxelcutablel). Selrta belrdasarkan asas kelpasti lan hukum, korporasi l yang 

pada akhi lrnya melnjadi l Telrpi ldana dapat melngajukan upaya hukum Pe lni lnjauan Ke lmbali l delngan 

dasar adanya Putusan yang di ldasarkan olelh kelkhi llafan haki lm atau suatu kelkelli lruan yang nyata.   

 

Saran 

Pelnge lrti lan atau delfi lni lsi l telrkai lt delngan korporasi l selbagai l subjelk hukum masi lh belrbelda-

belda dalam selti lap undang-undang yang belrada di l luar KUHP selrta aparat pelnelgak hukum juga 

telrkadang ragu-ragu untuk melnjelrat korporasi l selbagai l pellaku ti lndak pi ldana di lkarelnakan 

rumi ltnya melni llai l kelsalahannya, hal telrselbut selbelnarnya dapat di latasi l delngan melnggunakan 

pelndelkatan telori l pelrtanggungjawaban pi ldana korporasi l selbagai lmana tellah di lurai lkan pada bab 

selbellumnya, selrta juga telrdapat PELRMA 13/2016 selbagai l peltunjuk pellaksana dalam hal 

korporasi l selbagai l pellaku ti lndak pi ldana.  

Bagi l Haki lm selyogyanya agar belnar-be lnar melnguasai l dan melmahami l makna dan 

haki lkat corporatel cri lmel di lmana keljahatan telrselbut di llakukan olelh korporasi l, se lhi lngga 

korporasi l dalam hal i lni l melrupakan subjelk hukum yang harus di lcantumkan selbagai l Telrdakwa 

dalam surat dakwaan se lcara be lrsama-belrsama delngan pelngurusnya.   
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